il *‘ C
*,-; 4 L obema
OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN

YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor 01 -PK/N/2003)

SKRIPSI

Oleh - {

M T a—
EKO SANTOSO r ¢ ada r-nu.a;
NIM. 000710101110 Pamwietin. AYe.0/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

OVERMACHT DALAM PEM BATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN
YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor. 01-PK /N / 2003)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

OVERMACHT DALAM PEMEBA TALAN PUTUSAN PERDAMAIAN

YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan MA. Nomor. 01-PK / N / 2003)

Oleh:

ERO SANTOSO
NIM. 000710101110

Pembimbing

SUGLIONO. S.I1.
NIP. 131403358

Pembantu Pembimbing -

ISWI HARIYANLS.H.
NIP.131759755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
l";‘lR[II,"_'iH HUKUM

2004



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTO

“Cobaan bukanlah wuntuk ditakuti tetapi untuk diladapi, seberar apapun
cobaan yang menimpa kamu sepanjang tidak membuatmu mati justru akan

membuat kamu semakin besar. Orang besar lahir setelah mampu mengatasi

masalal-masalah besar.”

(Jendral Mc¢ Athur)

Asrul Wiyanto dalam bukunya Berpidato yang memukau (2001 147)
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DAFTAR LAMPIRAN

I Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pembatalan
Perdamaian/2002/PN Niaga/JKT PST

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 027 K/N/2002

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01-PK/N/2003

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
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RINGRASAN

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dalam prakteknya masih banyak
kelemahan yang perlu disempumnakan. Hal mi tampak dan adanya putusan vang
sangal berbeda (bertentangan) antara Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan
Tingkat | dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Tertinggi.
Penyebab perbedaan putusan tersebut terletak pada perbedaan sikap terhadap
keadaan overmacht yang menimpa debitur, vang di dalam Undang-Undang
Kepailitan memang tidak diatur secara jelas. Fenomena seperti inilah yang
membuat penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannyva dalam
bentuk skripsi dengan judul “OVERMACHT DALAM PEMBATALAN
PUTUSAN PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA
(Studi Putusan M A, Mo, 01 - PK/N/2003)

Berdasarkan uraian yvang diberikan di atas penulis memformulasikan
permasalahan sebagai berkut:

|, Keadaan apa saja yang dimasukkan ke dalam overmachs?

2. Bagaimana hubungan antara overmacht  force majeure. itikad baik, dan
kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan ?
Bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah
Agung tentang masalah overmacfy terhadap permohonan pembatalan
perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripst ini ada dua vaitu -
Tujuan umum,

b Untuk memenuhi dan melengkapi svarat-svarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masvarakat luas.
Sebagar wujud partisipasi pemikiran pada Alma Mater dalam menambah
perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
Tujuan khusus.

I. Untuk mengetahui keadaan apa saja vang masuk ke dalam overmachs,

2. Untuk mengetahui hubungan antara overmacht  force mapeure, wikad baik
dan kewajiban untuk memenuhi apa yvang telah diperjanjikan.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga,
hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dan Hakim
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tentang
overmacht terhadap permohonan pembatalan putusan perdamaian yang
telah disahkan Pengadilan Niaga.
Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah schagai berikut -

Suatu kcadaan dapat dimasukkan kedalam overmacht apabila memenuhi

unsur-unsur scbagai berikut
a.  tidak dapat diduga / diperkirakan sebelumnya
b, diluar kesalahan Debitur
¢.  menghalangi Debitur untuk berprestasi
d. Debitur belum lalai / alpa

overmacht menyebabkan Debitur tidak dapat melaksanakan itikad batknya

untuk inemenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Kreditur tepat pada waktunya.

%]
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Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibut terjadi overmacht tidak
dapat dikatakan telah lala

Hakim Pengadilan MNiaga sudah benar menyatakan bahwa Debitur keadaan
memaksa / overmachr. Putusan MA Kasasi vang tdak mempailitkan Debitur
sudah benar, tetapi yang hanya memben jangka waktu satu bulan kurang tepat.
Putusan MA  peninjauan kembali tidak benar karena lanpsung memutuskan
debitur dalam keadaan pailit.

Penulis menyarankan agar dalam rencana revist UUK oleh Komisi 11 DPR
nanti mencantumkan masalah-masalah berikut

|, Masalah Overmachi

Masalah hukum acara pembuktian dalam pengadilan niaga
Masalah Kekosongan Hukum

Lid |

Xiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia dipertengahan
tahun 1997 telah menghancurkan sendi-sendi perckonomian. Dunia usaha
merupakan duma yang paling menderita dan merasakan dampak krisis vang
tengah melanda. Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapt knsis
tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara
yang paling menderita dan merasakan akibatnya.

Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha vang bankrut yang
akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang
sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan
dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi
Undang-undang kepailitan yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-undang kepailitan secbenarnya
timbul karena ada tekanan dari Dana Moneter Internasional / International
Monetary fund (IMF) yang mendesak agar Indonesia menyempurnakan sarana
hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada
kreditur. Indonesia dengan terpaksa menuruti desakan dari IMF tersebut Supayva
dapat memperoleh pinjaman  dari IMF untuk menyelamatkan dan kebankrutan
akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Jo Peraturan Pengganti Undang-
undang No. | Tahun 1998 tentang kepailitan, dikeluarkan untuk mengatur
masalah-masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, vang
schelumnya diatur dalam Faillisements-Verordenimg-UU Kepailitan (Sth. Tahun
1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No, 348). Adanya revisi terhadap peraturan
kepatlitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan dapat
memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan,
Selanjutnya sdam untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang

prutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa vang adil,

A
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cepal, terbuka, dan efektif melalui suaty pengadilan khusus  di lingkungan
peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula
untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tersebut di
bidang perntagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran,

Undang-undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan(vang selanjutnva
discbut UUK) menjelaskan kemungkinan untuk mengajukan pernyataan pailit
sangal terbuka, vaitu apabila debitur yang mempunvar dua kreditur atau lebih dan
tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat di tagih. Dalam
Undang-undang kepailitan ini Juga ditentukan kerangka waktu vang pasti, dengan
adanya kerangka waktu yang pasti diharapkan tidak ada lagi penvelesaian perkara
kepailitan vang berlarut-larut

Penvempurnaan vang lain atas Undang-undang kepailitan yaitu lentang
dimungkinkannya  diambil  tindakan sementara  oleh  pihak-pihak  yang
berkepentingan khususnya oleh kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanya
pulusan pernyataan pailit, peneguhan kurator, pencgasan upaya hukum yang dapat
diambil terhadap putusan pernyataan pailit, penangguhan pelaksanaan hak
kreditur preferens. mengenal penundaan kewajiban pembayaran utang melalui
perdamaian. Undang-Undang Kepailitan yang baru juga menegaskan peradilan
khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umun vailu dengan
dibentuknya Pengadilan Niaga, dengan Hakim-Hakim vang juga bertugas secara
khusus

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dalam prakteknya masih banvak
kelemahan yang perlu disempurnakan, kelemahan tersebut baru kelihatan setelah
undang-undang tersebut berjalan. Hal ini tampak dari adanya putusan yang sangat
berbeda (bertentangan) antara Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat |
dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Tertinggi. Sebagai contoh
adalah perkara permohonan pembatalan putusan perdamaian vang telah disahkan
Pengadilan Niaga yang diajukan oleh SANTOSWANA. SH dan ZULFIKAR
ZAKARIA. SH setakn kuasa hukum dari tim likuidas: Bank Harapan Santoso
sebagai Kreditur terhadap PT OSAKA INDAH sebagal Debitur, karena dianggap

beritikad tidak baik untuk tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LS|

telah disepakat bersama antara debitur dan kreditur. Pengadilan Niaga dalam
perkara ini memenangkan debitur (Putusan No. 01 / Pembatalan Perdamaian /
2002 / PN, Niaga Jkt. Pst), namun Mahakamah Apgung memenangkan kreditur
(Putusan No, 027 / K/ N / 2002) dan (Putusan No. 01-PK / N / 2003). Penyebab
perbedaan putusan terschul terletak pada perbedaan sikap terhadap keadaan
overmachi vang menimpa debitur, yang di dalam UU Kepailitan memang tidak
diatur secara jclas

Fenomena sepertt vang diuratkan diatas nilah vang membuat penulis
merasa tertank untuk membahas dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan
Judul “*OVERMACHT DALAM PEMBATALAN PUTUSAN
PERDAMAIAN YANG DISAHKAN PENGADILAN NIAGA (Studi Putusan
MA.No.0Ol -=PK/N/2003)*

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas terdapal banyak sekali permasalahan vang perlu
dikaji lebih dalam. Namun supaya dapat memberikan batasan vang jelas, maka
penulisan skripst ini dibatasi pada permasalahan tentang perbedaan pandangan
hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap
keadaan overmacht dan itikad baik yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam
memberkan putusan terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang telah

disahkan oleh Pengadilan Niaga, ditimau dart Hukum Kepailitan.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang diberikan di atas penulis memformulasikan
permasalahan sebagai berikut:
I Keadaan apa saja vang dimasukkan ke dalam overmacht?
2. Bagaimana hubungan antara overmaclt  force majeure, itikad baik, dan

kewajiban untuk memenubi apa yang telah diperjanjikan ?

s

Bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah
Agung tentang masalah overmacht terhadap permohonan pembatalan

perdamaian vang telah disahkan Pengadilan Niaga?
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1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dan penulisan skripsi ini meliputi dua hal, yaitu:
L4l Tujuan umum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi imi adalah:

f—

. Untuk memenuhi dan melengkapr syarat-syarat guna mencapai gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas lember.

{5

Memberikan sumbangan 1lmu pengetahuan kepada masyarakat luas.

Lad

Sebagat wujud partisipasi pemikiran pada Alma Mater dalam menambah
perbendaharaan Kepustakaan pada Fakulhas Hukum Universitas Jember,
1.4.2. Tujuan khusus.
Tujuan khusus yang ingin dicapar dan penulisan skripsi ini adalah:
| Untuk mengetahui keadaan apa saja yang masuk ke dalam overmachs,
2. Untuk mengetahui hubungan antara overmacht = force majeure. itikad baik

dan kewajiban untuk memenuhi apa vang telah diperjanjikan.

lad

. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga,
hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dan Hakim
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali tentang
overmachi terhadap permohonan pembatalan putusan perdamaian yang

telah disahkan Pengadilan Niaga.

1.5 Metodologi

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode penulisan yang sistematis
sehingga permasalahan vang dirumuskan dapat dibahas secara logis dengan
harapan dapat mendekati kebenaran secara ilmiah. Metodologi yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1.5.1. Pedekatan Masalah
Penulisan skripsi int menggunakan pendekatan yundis normatif, vaitu
suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-

pok ~k permasalahan yang di tinjau dan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif
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vang sahing berhubungan dan terkait dengan pencrapan dalam praktek (Ronny

Hanitijo Soemitro, 1990-70)

1.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan

untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan

dapat menunjang penulisan sknipsi. Penulisan sknipsi ini menggunakan metode

pendekatan yunidis normatif. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan

]
L=

hukum primer dan bahan hukum sckunder.

d

b.

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang
diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya vang
pertama dan belum diuratkan orang Jain, Bahan hukum primer ini diperoleh
dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undanpan, catatan-
catatan resmi atau nsalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 1995:107)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah putusan pengadilan yang terdiri dari putusan Pengadilan Niaga.
putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi, dan Putusan
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali,

Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer (Ronny llanitijo Soemitro, 1990:11).
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum vang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahimud Marzuki, 1995:107)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
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1.5.3. Analisa Bahan

Bahan vang sudah terkumpul kemudian dianalisa agar dapat digunakan
scbagar bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran
secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan
kemudian disesuaikan dengan berbagai teor dan praktek. Penulis dalam penvajian
int, menggunakan metode desknptif kualitatif, vaitu merupakan penvajian secara
singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-
angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang—undangan
vang berlaku (Ronny Hamtijo Soemitro, 199(: 98)

Penulis dalam menarik kesimpulan meggunakan metode deduktif vaitu
metode penarikan kesimpulan vamg dimula dan hal-hal vang bersifat umum

menuju pada hal-hal yang bersifat khusus,
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. OSAKA INDAH, jl. Jembatan Tiga Jakarta Utara adalah Pengusaha di
brdang pengolahan hasil hutan, kayu ramin vang hasilnyva dieksport ke luar
Negen. Beberapa tahun yang lalu perusahaan tersebut telah meminjam uang pada
Bank Harapan Sentosa yang dipergunakan untuk membeli sejumlah mesin
pengolahan kayu yang kemudian dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut.

Sementara hutang tersebut masih belum dibayar lunas, terjadi peristiwa
bahwa Bank Harapan Sentosa dilikuidasi oleh Bank 'ndonesia dan semua
kepentingannya diurusi oleh tim likuidasi Bank Harapan Sentosa. Pada bulan
Maret tahun 2000, Tim likuidasi Bank Harapan Sentosa, sebagai Pemohon

mengajukan permohonan pailit atas Termohon PT. OSAKA INDAH dengan Reg.
No. 18/ Pailit / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan :
a. Putusan No. I8/ Pailit / 2000 / PN. NTAGA. Jkt. Pst - 24 April 2000.
b. Putusan No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt. Pst — 2 November 2000

dan * Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *

(PKPLI) No. 06 / PKPLI / 2000 / PN. NIAGA. Jkt Pst tanggal 30
Oktober 2000

Amar putusan No. 06 / PKPU / 2000 / PN, NIAGA. Jki. Pst tanggal 2 November
2000 — antara lain secbapai berikut -

I. Menyatakan “ Perjanjian Perdamaian ~ tanggal 30 Oktober 2000

yang ditandatangani oleh Debitur - Pemohon PKPU - PT. OSAKA

INDAII dan oleh para Kreditur adalah sah dan mengikal secara

hukum.

2

Menyatakan PKPL dent Hukum berakhir

Lad

Menghukum Debitur / Pemohon PKPU dan seluruh Krediturnya
untuk tunduk dan mematuhi serw aelaksanakan isi Perjanjian

Perdamaian tersebut.
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Menurut pasal | ayat (4) ™ Perjanjian Perdamaian * aguo — Termohon menyatakan
sebagail tersebut

~ Bahwa atas jumlah utang dalam pasal 1 ayat (1) akan dibayar dengan angsuran
selama 36 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal perjanjian ditanda
tangani, dengan angsuran setiap bulan Rp 44. 952 569 -

Termohon, PT. OSAKA INDAH telah melaksanakan isi “Perjanjian
Perdamaian™ dengan melakukan pembayaran secara angsuran selama tiga belas
kali yang berjnmlah Rp 584, 383, 397.- untuk angsuran vang ke empat belas yang
jatuh pada bulan Januari 2001 Termohon telah lalai tidak membavar angsurannya.
Atas kelalaiannya ini, Pemohon telah memberikan somasinya untuk melakukan
pembayaran setiap bulannya sesuai dengan bunyi * Perjanjian Perdamaian *
namun olch Pemohon tidak diperhatikan.

I'dak dibayarnya angsuran ke 14 sampai dengan ke 36 sesuai dengan isi
Perjanjian Perdamaian maka Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa diwakili oleh
kuasa hukumnya, mengajukan permohonan pembatalan putusan perdamaian
(Homologasi) PT. OSAKA INDAII dalam PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Reg. No. 01 / Pembatalan Perdamaian / 2002 / PN, NIAGA. Jkt. Pst. Dalil
dalam surat Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) tersebut
dikemukakan oleh Pemohon antara lain :

- bahwa Debitur lelah lalar melakukan kewajibannya pada pasal VI butir 1
dan 2 dan pasal VII avat (1) (3) dari Perjanjian Perdamaian sehingga
Perjamjian Perdamaian menjadi batal demi hukum.

- Bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut didasarkan atas
ketentuan dalam pasal 276 jo pasal 160 UU No. 4 / tahun 1998 tentang
pembatalan perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan dalil 11 maka Pemohon mengajukan tuntutan hukum kepada

Pengadilan Niaga yang pada pokoknva sebagai berikut :

. Menyatakan Termohon, PT. OSAKA [INDAH. lalai dan melanggar
Perjanpan Perdamaian PKPLI No. 06 / PKPUI / PN, NIAGA, Jkt. Pst,
tanggal 30 Ok* ~her 2000
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2 menyatakan batal putusan perdamatan (Homaolog) No. 06 1 PEKPU / PhL
NIAGA. Jkt. Pst tanggal 2 November 2000 jo Perjanjian Perdamaran
PKPL No. 06 / PKPL / 2000 tanggal 30 Oktober 2000,

3. menvatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit.
4. menetapkan Hakim Pengawas ... .. _.dst.. ... Dst
5. Mengangkat Kurator ... dst ... ... Ds

fi. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh utang ¢ kewajibannya

kepada Pemohon sebesar USS 326 164.12 sebelum dikurangi dana
Termohon vang ada pada Pemohon Rp 285 348 208, dan angsuran vang
telah dibayarkan Rp 584 383 397

PENGADILAN NIAGA
Termohon dalam persidangan menanggapi tuntutan Pemohon tersehut di

atas dengan mengemukakan hal-hal vang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam = Perjanjian Perdamaian © tanggal 30 Oktober 2000 antara Pemohon

dengan Termohon yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Niaga No, 06 /

PKPU / 2000 tanggal 2 November 2000 menurut pasal 1 ayat (3) discbutkan

bahwa utang Termohon kepada Pemohon dikompensasikan sebagai berikut :

a. Lhang Debitur diakui Rp. 1. 903, 640, 699
b. Piutang Termohon (Debitur) Bp. 285 348 208
s1sa utang Termohon (Debitur) Rp. 1 618 292 49]

Termohon dengan itikad baik telah melaksanakan 1s1 = Perdamaian ~ dan sesuai
dengan pengakuan Pemohon dinyatakan bahwa Termohon telah membayar tepat
waktu setiap bulannya secara berturut-turut sampai 13 kali angsuran yang
berjumlah Rp. 584 383, 397 -

Pembayaran angsuran yang ke 14 dan seterusnya Termohon tidak dapat
membayar angsurannya, karena terbitnya S K Menten Kehutanan R1 No. 1613 /
KPTS / 2001 jo S.K. Menteri Kehutanan RI No.168 / KPTS / 2001 tentang
Peredaran Kayu Ramin dimana ditentukan bahwa “Sortimen Kayu Ramin = untuk
cksport, dalam bentuk kayu bulat, kayu gergajian. dilarane untuk dieksport.
Larangan SK Menteri Kehitanan RI diatas merupaka;!_ keadaan yang tidak dapat

dihindan oleh setiap orang, termasuk Termohon vaitu adanva Overmachi-IForce
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Meayeure, sehingga sulit bagi Termohon untuk melakukan pembavaran angsuran
sejak  Desember 2001 sampai dengan  diajukan  permohonan pembatalan
perdamaian ini di pengadilan Niaga pada tanggal 5 Juni 2002
Berdasarkan dalil tanggapan diatas, Termohon memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut -
[. menyatakan terbitnya SK. Menteni Kehutanan R1 No. 1613/ KPTS / 2002
tanggal 30 Oktober 2001 merupakan keadaan memaksa — (vermachy

Farce Mayeure.

o]

menvatakan Termohon  tidak  dapat  dibebankan  untuk  pembatalan
perdamaian ex pasal 160 (1) jo (3) ULl No. 4 / 1998

3 Menolak permahonan Pemohon
Setelah melalut proses pemertksaan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat memben putusan yang amamya sebagar berikut :

= Menolak permohonan Pemohon untuk selurubnya

- Menyatakan Pemohon membayar beaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-

Tim likwidasi Bank Harapan Sentosa sebagai pemohon menolak putusan

Mayehs Hakim Pengadilan Niaga terscbut di atas dan mengajukan permohonan
kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi. Setelah

melalut proses pemenksaan dan pertimbangan-pertimbangan akhimya Majelis

Mahkamah Agung memben putusan yang amarnva sebagai berikut
I menolak permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi dengan ketentuan
Termohon kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran  angsuran
berdasarkan “Perdamaian® sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga No.
U6 [ PKPL /2000 /P Niaga, Jkt. Pst tanggal 6 November 2000, selambat-
lambatnya satu bulan sesudah putusan 1im mempunyai kekuatan hukum

letap

Tl

‘menetapkan bila Termohon kasast tidak memenuhi ketentuan pembayaran
angsuran  di atas, maka Termohon kasasi (PT. OSAKA INDAH)
dinyatakan dalam keadaan pailit,
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PT. OSAKA INDAH, sebagai Termohon kasasi mengajukan permohonan
pemeriksaaan “Peninjavan Kembali™ ke Mahakamah Agung atas Putusan Kasasi
Mahkamah Agung “No. 027 / K/ N/ 2002 tersebut.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum maka Majelis Mahkamah Agung dalam
pemeriksaaan “Peninjauan Kembali™ memberi putusan yang amarnya sebagai
bertkut

Mengadili :

- mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon PT.
OSAKA INDAH,

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 No,
U27-K / N./ 2002

Mengadili Kembali :

- Mengabulkan permohonan untuk sebagian

- Menyatakan Termohon lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian PKPU
No. 06 / PKPU { 2000 / PN. NIAGA. Jkt, Pst, tanggal 30 Oktober 2000,

- Menyatakan batal “Putusan Perdamaian®™ No. 06 / PKPU / 2000 / PN,
NIAGA. Jkt. Pst, tanggal 2 November 2000 berikut “Perjanjian
Perdamaian™ No. 06 / PKPU / 2000 / PN. NIAGA. Jkt, Pst.

- Menyatakan Termohon, P1. OSAKA INDAH-pailit,

- Mengangkat I1}. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Sri Suharti &
Rekan sebagai Kurator-Termohon.

- Memernintahkan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
untuk mengangkal Hakim Pengawas.

- Menolak peninohonan yang selebihnya.

2.2 Dasar Hukum
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a.Pasal 1244

Jika ada alasan untuk 1tu, si berutang harus dihukum mengganti biava. rugi dan
bunga apabila ia tidak dapat membuktikan hal atau tidak pada waktu yang tepat
dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal vang tidak terduga, pun tak
dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk
tidaklah ada pada pithaknya.
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b, Pasal 1245

idaklah blaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian si berutang berhalangan memberikan atau
berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal vang sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang.

c.Pasal 1338

ayat (1):"Semua perjanjian vang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

ayal (3): Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik™
d.Pasal 1339
“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuaty yang menurul sifat penjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.”
1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
a. Pasal 153
Apabila pengunjukan surat-wesel atau perbuatan protes dalam tengpang waktu
yang ditentukan terhalang karena suatu rintangan yang tak dapat diatasi
(ketentuan undang-undang sesuatu negara atay keadaan memaksa lainnya), maka
tenggang waktu itu haruslah diperpanjang
Pemegang harus segera memberitahukan keadaan memaksa itu kepada

endosannya dan mencatat pula pemberitahuannya dalam surat wesel itu atau

kertas sambungannya, setelah di tanggali dan di tanda tangani, untuk selainnva
berlakulah pasal 144,

b. Pasal 225

Apabila pengunjukkan cek, pembuatan protes atau pernyataan yang sepadan
dengan protes itu dalam tengeang wakty vang diharuskan tidak dapat
dilangsungkan karena suatu halangan vang tak dapat diatasi (ketentuan Undang-

undang dari suatu negara atau keadaan lain yang memaksa), maka tengpang waktu
harus diperpanjang

3. Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan.
a. Pasal 160

Ayat (1):"Setiap Kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian vang telah
wisahkan, karena Debitur Pailit lalai memenuhi isi Perdamaian,

Ayal (2):Bukti bahwa Perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab
Debitur Pailit.

Ayat (3):Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan
Keleluasaan kepada Debitur Pailit untuk memenuhi kewajibannya itu
sampai waktu selambatnya dalam 1(satu) bulan ™
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b.

Pasal 161
“penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan

cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 6 sampai denpan

pasal 9 untuk permohonan akan pemyataan pailit.”

. Pasal 276

Ayat (1) Dalam hal Pembatalan Perdamaian berlaku pasal 160 dan 161

Ayat (2). Dalam Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan batalmya
Perdamaian termaksud harus juga dinvatakan kepailitan Debitur
yang bersangkutan.”

. Pasal 278

kecuali apabila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi
kemungkinan dimajukannya kasasi untuk kepentingan undang-undang., maka
terhadap keputusan-keputusan hakim vang diambil berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam bab ini tidak dapat dimajukan banding,

. Pasal 286

Ayat (1)"terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan  kembali kepada
Mahkamah Agung ™~

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kepailitan

2.3.1.1 Menurut pendapat para ahli

Penjelasan mengenar definisi dan pengertian kepailitan, menurut pendapat

para ahli adalah:

a. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama berpiutang

secara adil,

b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto menyatakan kepailitan adalah

suatu beslah eksekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang
terhadap barang kepunyaan Debitur.

Menurut R. Sockardono menyatakan kepailitan adalah penyitaan umum atas
kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta
Peninggalanlah vang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel

dan orang vang pailit.
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d. Menurut Kartono menvatakan bahwa kepailiian adalah suatu sitaan dan
eksekusi atas seluruh  kekavaan si Debitur untuk kepentingan  seluruh
Krediturnya secara bersama-sama. vang pada waktu Debitur dinvatakan pailit
mempunyat prutang dan untuk jumial plutang vang masing-masing Kreditur
miliki pada saat itu.

¢ Menurut Siti Soemardi Hartono mengatakun bahwa kepailitan adalah suatu
lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua azas pﬂkul\
dalam hukum perdatn Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132
Kuab Undang-undang Hukum Perdata.

I Menurut Memorie Van loelichting (penjelasan umum) mengatakan hahwa
kepailitan adalah suatu persitaan berdasarkan hukum atas seluruh  harta
Kekayaan s berutang guna kepentingannya bersama para yang menghutangkan
(dalam Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993 - 19-20),

2.3.2 Perdamaian

2.3.2.1 Perdamaian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan
hukum acara perdata

Menurut ketentuan BW, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu
persetyjuan  dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,
menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Dimana
suatu persetujuan harus tertulis. Syarat dari suatu perdamaian harus ada timbal
balik dalam pengorbanan pada din pthak-pthak yang berperkara. Oleh karena
fu tdak ada perdamaian apabila salah satu pthak dalam suatu perkara
mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya
(Victor M Situmorang, 1992 - 3),

Dapat disimpulkan tidak ada suatu perjanjian perdamaian apabila dua
pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada arbitrase
(permisah) atau setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh
pthak ketiga (hinued advies),
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Syarat—syarat perdamaian dapat dilihat dalam -

i, Menurut Kitab Lindang-undang Hukum perdata pasal 1851
Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, menpakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau pui inencegah timbulnya suatu perkara,
Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

b. Pasal 130 HIR yang berbunyi :
Jika pada han yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan
Negen dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

Jika perdamaian yang demikian atau dapat dicapai, maka pada wakiu
sidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum atau menepali perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa. ( Victor M Situmorang,
1992 - 4),

2.3.2.2 Perdamaian menurut Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang
kepailitan (Undang Undang Kepailitan).

Undang-Undang No 4 1ahun 1998 tentang Kepailitan menegaskan, debitur
pailit mempunyai hak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditur
secara bersama, Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui dalam
rapat kreditur oleh lebih dan '2 jumlah kreditur konkuren vang hadir dalam
rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui vang mewakili
paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren vang diakui
atau untuk sementara diakui oleh kreditur konkuren atau kuasanva yang ada
dalam rapat tersebut (pasal 141). Dalam hal lebih dari '% jumlah kreditur vang
hadir dalam rapat kreditur mewakili paling sedikit %2 dan jumlah piutang para
kreditur konkuren menyetujui untuk menerima rencana perdamaian Maka
dalam waktu paling lambat 8 hari sejak pemungutan suara pertama diadakan,
diadakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan (pasal 142),

Perdamaian apabila diierima, hakim pengawas akan menetapkan hari
sidang berikutnya untuk memutuskan pengesahan perdamaian. Pengadilan
harus membcrikan. ketetapannya. Pengadilan akan menolak pengesahan
perdamaian apabila :

a. fizlnyaan harta pailit, termasuk didalamnya semua barang vang terhadapnya

berlaku hak retensi, melebihi jumlah yang diperjanjikan dalam perdamaian.
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b. Perdamaian tersebul tidak terjamin penuh.

¢. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak
wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau cara lain vang tidak jujur
dengan tidak mempedulikan apakah dalam hal un debitur pailit turut atau tidak
melakukannya (pasal 269),

Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur vang tidak
mempunyal hak untuk didahulukan tanpa kecuali. Jika perdamaian ditolak
maka debitur pailit idak boleh menawarkan perdamaian baru dan saat itu harta
debitur dalam keadaan pailit

Ketetapan pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan
hukum vang pasti, merupakan suatu alas hak yang dapatl menjadi
penanggungnya, teinadap semua piutang yang telah diakui. Bila pengesahan
perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepailitan
berakhir.

Setiap kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian vang telah
disahkan, apabila debitur pailit lalai memenuhi isi perdamaian tersebut
Permohonan pembatalan perdamaian diajukan dan diputus oleh Pengadilan
Niaga. Apabila perdamaian dibatalkan, maka dalam putusannya dimuat
perintah untuk membuka kembali kepailitan, pengangkatan hakim pengawas,
kurator dan pamitia kreditur. Kurator wajib memberitahukan dan
mengumumkan putusan tersebut dalam surat kabar yang ditentukan oleh hakim

PENEAWAS

2.3.2.3 Perdamaian Menurut Ahli

Penjelasan mengenai defimisi dan pengertian perdamaian, adalah:

Perdamaian menurut Vollar, yang disebut akor adalah semua perjanjian
antara Debitur dengan semua Kreditur, diadakan sualu pengaturan yang
menyatakan bahwa dengan membayar persentase si Debitur dibebaskan
untuk sisanya (Siti Soemarti Hartono dalam Vietor M. Situmorang dan
Hendri Soekarso, 1992-91)
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2.3.3 Pengertian Overmacht | Force Mayeure

2.3.3.1 Menurut pendapat para ahli :

Ada beberapa pendapat tentang pengertian Overmacht vang dikemukakan
oleh para ahli. Pendapat tersebut adalah

i, lrorce Majesture : daya yang tidak terlawan, misalnya bencana alam.

I"orce majeure © kekuatan atau kekuasaan yang tidak dapat dilawan (dihindari)
(LP.M. Ranuhandoko 1992 - 2G2)

b. Overmacht (Belanda)

Keadaan terpaksa, vang menghalangi penunaian perikatan, membebaskan
sescorang dan kewajiban mengganti biaya kerugian dan bunga. Disebut juga
macam keadaan memaksa yaitu . sebab yang luar biasa, keadaan memaksa dan
kejadian yang tiba-tiba vang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada
debitur (pasal 1244, 1245 BW). Keadaan memaksa dalam wesel {pasal 153
WyK ), dalam cek (pasal 225 WvK)

Cvermacht - Force Majeure (Belanda / Perancis)

Keadaan memaksa: suatu keadaan / kejadian vang tidak dapat dihindarkan dan
terjadi di luar dugaan atau kekuasaan sescorang. ( Andi Hamzah 1986 : 425)

c. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadinya tidak dapat diketahui
atau tidak dapat diduga sebelumnya oleh siapapun juga pada waktu suatu
perikatan dibuat yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, Terhadap terjadinya keadaan memaksa debitur tidak dapat
dimintakan pertanggung jawaban atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut,
(Hari Saherodji 1981; 103)

2.3.3.2 Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1245 Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinva apabila lantaran
keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian si berutang berhalangan
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang

sama telah melakukan perbuatan vang terlarang,
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Pasal 1545. Jika suatu barang ftertentu, vang telah dijanjikan untuk ditukar,
musnah diluar salah pemiliknya, perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa
yang dari pthaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang
yang ia telah berikan dalam tukar menukar.

Pasal 1553. Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah
karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka perjanjian scwa gugur demi
hukum.

Barang jika hanya sebagian vang musnah, si penyewa dapat memilih,

menurul keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa. ataukah ia
akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya, tetapn tidak dalam satu dan
kedua hal itu ia pun berhak atas suatu ganti rugi.
Pasal 1444, Jika barang .crientu vang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi
dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah
atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan schelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang
sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak
terduga, perikatan hapus jika barangnva akan musnah secara yang sama di tangan
si berpiutang, seandainya surat sudah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang
dimajukan 1tu.

Cara bagaimana pun suatu barang vang telah dicuri musnah atau hilang,
hilangnya barang ini tidak sekali-sekali membebaskan orang yang mencuri barang
itu kewajibannya untuk mengganti harganya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas tampak bahwa undang-undang
tidak merumuskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan overmacht. Pasal-
pasal Burgerlijk Wethoek (BW) yang telah dikutip di atas hanyalah menerangkan
bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan
pelanggaran hukum oleh karena keadaan memaksalovermacht) maka tidak dapat

dimintakan pertanggung jawabannya.
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Pengertian avermacht tidak dirumuskan dengan tegas didaiam undang-
undang, tetapi dengan memahami pasal-pasal yang terkandung dalam BW vang
mengatur tentang overmachi, maka dapat disimpulkan bahwa overmacht adalah
suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan tersebut suaiu perikatan terpaksa
tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak
diindahkan sebagaimana mestinya (Riduan Syahrani, 1992 246)
2.3.3.3 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pasal 153.

Apabila pengunjukan surat-wesel atau perbuatan protes dalam tenggang
wakiu yang ditentukan terhalang karena suatu rintangan yang tak dapat diatasi
(ketentuan undang-undang sesuatu negara atau keadaan memaksa lamnya), maka
tlenggang waktu 1tu haruslah diperpanjang.

Pemegang harus segera memberitahukan keadaan memaksa itu kepada
¢ndosannya dan mencatat puia pemberitahuannva dalam surat wesel ity atau
kertas sambungannya, sctelah di tanggali dan di tanda tangani, untuk selainnya
berlakulah pasal 144.

Setelah berakhirnya keadaan memaksa itu, maka pemegang harus segera
mengunjukkan surat-weselnya untuk akseptasi atau pembayaran, dan menyuruh
membuat protes jika ada alasan untuk 1tu

Jika keadaan memaksa itu berlangsung lebih dari 30 hari terhitung mulai
hari bayarnya, maka dengan tak usah melakukan pengunjukan atau pembuatan
protes hak regres bisa dilaksanakan.

Terhadap surat-surat wesel yang ditanik untuk dibayar pada wakmw
diunjukkan atau pada waktu setelah diunjukkan, tenggang waktu 30 han tadi
berjalan mulai han keadaan memaksa oleh pemegang diberitahukan kepada
endosan, pun sekiranya pada hari itu tenggang waktu buat pengunjukkan belum
berakhir; terhadap surat-surat wesel yang ditarik untuk dibayar pada suatu wakty
setelah diunjukkan, tenggang waktu 30 hari harus diperpanjang dengan tenggang
waktu pengunjukkan yang ditentukan dalam surat-wesel.

Keadaan-keadaan yang bersifat perscorangan semata-mata bagi pemegang
sesuatu surat-wesel, atau bagi orang yang mendapat tugas dannya untuk
mengunjukkannya atau untuk membuat sesuatu protes, keadaan —keadaan itu pun
tak dianggap sebagai keadaan memaksa
Pasal 225

Apabila pengunjukkan cek, pembuatan protes atau pernyataan yang
sepadan dengan protes itu dalam tenggang waktu vang diharuskan tidak dapat
dilangsungkan karena suatu halangan yang tak dapat diatasi (ketentuan Undang-
undang dari suate negara atau keadaan lain yang memaksa), maka tenggang waktu
harus diperpanjang

Berdasarkan kutipan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang

tersebut di atas tumna! bahwa ketentuan undang-undang termasuk dalam keadaan

memaksa (overmacht). Apabila terjadi overmacht dalam jangks waktu 4 han
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pemegang harus memberitahukan kepada endosannya, mencatat pemberitahuan
itu, ditanggal dan ditanda tangani dalam cek atau sambungannya. [/ndang-undang
membenkan perpanjangan tenggang waktu pengunjukan cek sampai dengan
berakhimya overmachi (H M.N. Purwosutjipto 1990 - 163)

1.3.4 Pengertian itikad baik

[tikad baik adalah faktor yang sangat penting di dalam hukum. Pada
umumnya dapat dikatakan bahwa, dalam pergaulan hudup di tengah-tengah
masyarakal pithak vang beritikad baik harus dilindung sebaliknya pihak vang
tidak beritikad baik harus merasakan akibatnya. Itikad baik dapat dilihat dalam
dua macam, yaitu pada waktu mulas berlakunya suatu hubungan hukum dan pada
waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewnjiban yang termaktub dalam
perbuatan hukum (Wirjono Prodjodikoro 1966 - 42)

ltikad baik pada waktu mula berlakunya hubungan hukum biasanya
berupa niat dalam hati yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan
bagi mulai berlaku hubungan hukum ity sudah dipenuhi semua, tetapi ternyata ada
Svarat yang masith tidak terpenuhi. Dalam hal vang demikian ini bagi vang
beritikad baik seolah-olah syarat tersebut terpenuhi semua, atau dengan kata lain
pihak yang jujur tidak boleh dirugikan scbagal akibat tidak terpenuhinya syarat
vang dimaksud.

Tentang itikad baik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban pada hubungan hukum ada satu pasal dan KUH Perdata yang
menyebutkan tentang pelaksanaan suatu kewajtban, yaitu pasal 1338 ayat (1) yang
mengatakan bahwa suatu penjanjian harus dilaksanakan dengan ttikad baik. Hal ini
sangat penting sekali, faktor iikad baik tdak bisa dihindarkan karena pada
hakekatnya semua persetujuan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak

Ada perbedaan antara itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan
hukum dan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewayiban dalam hubungan
hukum. Ttukad baik vang pertama terléwuk pada keadaan jiwa seseorang pada saat
mulai berlakunya hubungan hukum. Kcadaan Jiwa ini mengenai pengetahuan atau
dugaan dan pihak yang bersangkutan lentang suatu kejadian yang mungkin
terjadi. Jika salah satu pihak mengetahui atay dapat menduga akan terjadi sesuatu
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hal yang tidak diinginkan maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut mempunyai
itikad tidak baik. Namun jika masing-masing pihak benar-benar tidak tahu atau
tidak dapat menduga akan terjadi keadaan yang tidak diinginkan itu bisa dikatakan

masing-masing pthak masih mempunyai itikad baik.

2.3.5 Istilah-istilah dalam Pengadilan Niaga

Istilah-istilah pengadilan dibatasi pada istilah vang discbutkan dalam putusan
Pengadilan Niaga vang dibahas dalam penulisan sknipsi ini, vaitu:

| Judex fact

Judex Iracir diambil dari bahasa Latin, berarti:

Judex lacti adalah hakim vang memeniksa suatu perkara, kebalikan
Mahkamah Agung yang memeriksa hanya persoalan ketetapan dalam
menetapkan hukum, disamping it dikenal juga istilah wins judex, hakim
dalam perkara cepat./udek wyuo, Hakim yang putusannya dimintakan
banding, judex ad duem hakim (pengadilan tinggi) pada siapa diajukan
banding (Andi Hamzah, 1986:293)

2. Replik : jawaban atas jawaban yang diberikan oleh pihak Termohon / Tergugat

dalam sidang pengadilan.

3. Duplik . jawaban lanjutan dari Termohon atas Replik dari Pemohon /
Penggugat dalam perkara perdata.

4. Wanrestas: / Cidera janji, lalar
Scorang Debitur dikatakan lalai apabila tidak memenuhs kewajibannya,
terlambat memenuhi kewajibannya, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak
seperti yang diperjanjikan

5. Kreditur
menurut pasal | Rancangan Revisi Undang-Undang Kepailitan disebutkan
bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

Undang-undang, yang dapat ditagih di muka pengadilan (Retnowulan Sutantio.
2000:168)

6. Debitur

adalah orang yang mempunyar utang karena perjanjian atau Undang-undang

yang pelunasannya dapat ditagth dimuka pengadilan (Retnowulan Sutantio.
2000 168)
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7. Utang ‘
adalah kewajiban yang dinvatakan dalam jumlah uang. baik dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang Asing, vang timbul karena perjanjian atau
Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan apabiia udak dipenuhi
oleh Debitur memben hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya [
dari kekayaan Debitur.(Retnowulan Sutantio, 2000:168)

8. Kreditur preferens
adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan (mempunyai
Jaminan)

9. Kreditur Konkuren
adalah kreditur yang tidak mempunyai jJaminan atas utang yang diberikan
kepada debitur

10. Panitia kreditur
dibentuk jika utang debitur jumlahnya besar dan sifatnya rumit misalnva ada
scbagian utang vang ndak tertulis, Pengangkatan panitia kreditur ity harus
dikehendaki oleh lebih dari separo kreditur konkuren vang mewakili seluruh
tagihan vang diakur.

I'1. Pengurus
adalah  perscorangan/lembaga/persekutuan perdata vang berdomisili di
Indonesia yang memiliki keahlian kusus tentang pengurusan harta Debitur serta
terdaftar di kantor mentri kehakiman. Pengurus ditunjuk untuk mengurus harta
debitur  vang sedang dalam proses pengajuan  penundaan  kewajiban
pembayaran utang. Pengurus harus independent dan tidak memihak kreditur
maupun debitur.

12, Kurator
adalah  perseorangan/lembaga/persekutuan perdata  vang  berdomusili i
Indonesia yang memiliki keahlian kusus tentang pengurusan harta Debitur
pathit serta terdaftar di kantor menten kenakiman dan ditunjuk sebagai kurator
dalam pengurusan harta Debitur yang dinyatakan pailit. Kurator yang diangkat
harus independen dan tidak mempunyal benturan kepentingan dengan debitur
atau kreditur, artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada
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debitur atau kreditur dan kurator tidak mempunyal kepentingan ekonomis yang
berbeda dani kepentingan ekonomis dari debitur atau kreditur, Apabila debitur
atau kreditur tidak menunjuk kurator lain kepada pengadilan,maka Balai Harta
Peninggalan bertindak selaku kurator

13, Hakim Pengadilan Niaga
Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Mahkah
Agung, Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Niaga:
I.telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah

yang menjadi lingkup kewenagan Pengadilan Niaga.
3. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.
4. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada
Pengadilan Niaga,

4. Hakim Pengawas
adalah salah seorang dari hakim Pengadilan Niaga yang ditunjuk sebagai
hakim pengawas yang bertugas mengawasi jalannya proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau proses pengurusan harta pailit.

I5. Hakim Ad Hoc
kehadiran hakim ad hoc sebagai hakim non karir untuk duduk bersama-sama
dalam majehs hakim niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara
kepailitan, secara positif umumnya lebih didasarkan pada keraguan dan
masyarakat pencari keadilan terhadap kemampuan dari hakim-hakim
Pengadilan Niaga dalam menguasai hukum komersial. Hakim ahli yang
diambil dari mantan hakim ataupun praktisi tersebut dihadirkan untuk
menstimulasi akurasi dari analisa-analisa dan nilai keadilan dari putusan-
putusan Pengadilan Niaga, Hal ini disatu sisi merupakan fakta yang kurang
menyenangkan bag kredibilitas dari hakim-hakim Pengadilan Niaga, akan
tetapt disisi lain kehadiran dari hakim-hakim ad noc tersebut seharusnya dapat
dijadikan sebagai suatu alasan bagi hakim-hakim Pengadilan Niaga untuk
mendalami hukum komersial yang begitu rumit baik dari segi teori dan

apl'kasinya secara serius dan berkesinambungan.
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Kehadiran dari hakim-hakim ad foc tersebut seharusnva secara positif
dapat merupakan partner dari hakim-hakim karir untuk menguasai hukum
komersial dengan baik. Hal im akan dapat mengembalikan kepercavaan dan
masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Niaga.(Ricardo Siman|uniak.
2001:118)

2,3.6 Pengertian Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang diberi kewenangan
untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit, penundaan
kewajiban pembayaran utang dan perkara lain dibidang perniagaan yang
penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah,
Kekhususan dalam Pengadilan Niaga meliputi lima hal vaitu -
I. Sifat acaranya harus tertulis / acara surat,

2. diwajibkan ada bantuan ahl / kuasa hukum.

fad

Pembuktian vang sangat sederhana / sumir,

4. 'Tidak ada upava hukum banding.

Ly

Sistem yang dipakai liberalistis individual (kebebasan individu)
(Martiman Prodjohamidjojo,1999:11)
Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama
dengan Hakim Majelis. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga
dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan Juru sita.
Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada
tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Upava hukum yang
dapat diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga ada dua macam yaitu upaya
hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
a. Kasasi

Pihak yang dapal mengajukan permohonan kasasi adalah pihak vang
berkepentingan bisa Debitur maupun Kreditur. Jika Pemohon kasasi adalah
Kreditur, tidak hanya Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat
pertama tetapi juga Kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat

pertama namun tidak puas terhadap putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga.
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Proses pengajuan kasasi dalam kepailitan adalah sebagai berikut -

Lad

Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah
Agung melalui Panitera Pengadilan Niaga vang telah menetapkan putusan
yang dimohonkan kasasi.

Pamtera Pengadilan akan mendafiar permohonan kasasi pada tanggal
permohonan vang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan
tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal vang
sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

Pada saat permohonan kasasi didaftarkan melalui Panitera, Pemohon wajib
menyampaikan memori kasasi,

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan salinan memori
kasasi kepada Termohon kasasi dalam jangka waktu | x 24 jam terhitung
sejak permohonan kasasi didaftarkan

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi melalui Panitera
dan salinan Kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi. dalam Jangka
waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tangggal Termohon Kkasasi
menenma salinan memori kasasi.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi. dan
kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu
paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan

Mahkamah Agung harus menetapkan hari sidang paling lama 2 x 24 jam
setelah Panitera Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis
Hakim pada Mahkamah Agung vang khusus dibentuk untuk memeriksa
dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan
Niaga dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaflarkan

Putusan atas permohonan kasast harus ditetapkan dalam wakty paling
fama 30 han terhitung sejak tangeal permohonan kasasi dan putusan

diucarkan dalam sidang terbuka untuk umum
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10. Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi vang
memuat pertimbangan hukum vang mendasari putusan tersebut sccara
lengkap dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal
putusan kasasi ditetapkan, kepada
a. Panitera
b. Pemohon kasasi
¢. Termohon kasasi
d. Kurator
¢. Hakim Pengawas (Bernadette Waluyo, 2000 : 15-16)

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Permintaan Penimjauan Kembali dapat dilakukan berdasarkan pada dua
macam alasan yang masing-masing secara khusus telah dibatasi dengan jangka
waktu tertentu, vang dijabarkan dalam pasal 287 ayat (1) dan pasal 287 ayat (2)
Undang-undang Kepailitan. Alasan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut;

| Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada
tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda
(pasal 286 avat (2) huruf a. Undang-undang Kepailitan) dan

2. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat
dalam penerapan hukum (pasal 286 ayat (2) huruf b. Undang-undang

Kepailitan).

Permohonan Peninjauan Kembali karena alasan ditemukan bukti tertulis
baru, harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 180 han sejak tanggal
putusan vang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang
tetap (pasal 287 ayat (1) Undang-undang Kepailitan). Apabila alasan pengajuan
permohonan Peninjauan Kembali adalah karcna Majelis Hakim Pengadilan Niaga
telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, maka harus diajukan
paling lambat 30 han terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh
kekuatan hukum vang tetap (pasal 287 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus (/ex specialis)
terhadap ketentuan umum (fex generalis) vane diatur dalam hukum acara perdata

(HIR/RIB atau ?BG). (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:22)
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Proses pengajuan Peninjauan Kembali dalam kepailitan adalah sebagai benkut -
| Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan melalui Panitera dengan
disertai buku pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan

Peninjauan Kembali.

tod

Panitera akan mendaftar permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal
permohonan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis
yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaflaran permohonan.

lad

Panitera menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Panitera
Mahkamah Agung dalam jangka waktu | x 24 jam sejak tanggal permohonan
didaltarkan.

4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan salinan permohonan Peninjauan
Kembali benkut buku pendukung kepada Termohon dalam waktu paling
lambat 2 x 24 jam sejak permohonan didaftarkan dan pihak Termohon dapat
mengajukan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang
diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan.

5. Panitera  wajib  menyampaikan jawaban tersebut ke Martiman
Prodjohamidjojo pada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat
12 hari sejak permohonan didaftarkan. Mahkamah Agung akan memeriksa
dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu paling lama
30 hari sejak tanggal permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Panitera
Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.

6. Mahkamah Agung harus menyampaikan salinan putusan Penimjauan Kembali

yang memual pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut secara

lengkap kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 32 hari sejuk
tanggal permohonan Peminjauan Kembali diterima oleh Panitera Mahkamah

Agung. (Bernadette Waluyo, 2000 - 17-18)
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Keadaan-keadaan yang dimasukkan kedalam Overmacht

Para sarjana dahulu mengartikan overmaciu sebagai sesuatu vang bersifat
mutlak, dalam keadaan tersebut suatu perikatan tidak dapat dipenuhi oleh
siapapun juga. Pikiran mercka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan vang
sangal hebat sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
I'etapi lambat laun timbul pengertian bahwa overmachr tidak selamanya dan tidak
selalu bersifat mutlak (Subekti, dalam Riduan Syahrani, 1992:246),

Para sarjana saat ini membedakan overmachr (keadaan memaksa) menjadi
dua macam yaitu overmacht yang bersifat mutlak (absolut) dan overmacht yang
bersifat misbi (relatif), Overmacht vang bersifat mutlak adalah suatu keadaan
memaksa yang menyebabkan suatu perikatan tidak mungkin dilaksanakan. Contoh
klasitk yang sering dikemukakan oleh para sarjana adalah seseorang menjual
seekor kuda tertentu, tetapi ketika kuda tersebut dibawa untuk diberikan kepada
pembeli, ditengah jalan kuda itu disambar petir sehingga mati seketika. {Riduan
Syahrani 1992:246).

(lvermachr yang bersifat relatif adalah suatu keadaan memaksa vang
menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan
pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar, sehingga tidak lag sepantasnya
pihak kreditur menuntut perikatan tersebut. Untuk menetapkan sifat memaksa dan
avermacht yang bersifat relatif ada 2 macam ukuran yaitu ukuran obyektif dan
ukuran subyektif. Ukuran obyektif adalah ukuran bagaimana keadaan orang pada
umumnya. Apabila suatu keadaan menvebabkan semua orang tdak dapat
melaksanakan perikatan maka keadaan ini merupakan keadaan memaksa yang
diukur secara obyekuf,

Ukuran subyektif yang dimaksud disini adalah ukuran bagaimana keadaan
orang tertientu yang berbeda dengan orang lain. Ukean ini menentukan apabila
suatu keadaan menyebab' an orang tertentu tidak dapat melaksanakan perikatan

karena hal-hal yang melekat pada diri orang yang bersangkutan, maka keadaan

28
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terscbut merupakan keadaan memaksa menurut ukuran subyektif Dalam
hubungannya dengan ukuran subyektif ini, inspanning theorie yang dikemukakan
oleh Houwing menyatakan bahwa sescorang tidak lapi dapat dimintakan
pertanggung jawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sckuat tenaga untuk
melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi
tetap tidak membawa hasil apa-apa (Riduan Syahrani, 1992:248).

Inspanning theorie termyata menurut Hofmann mengandung kelemahan-
kelemahan yaitu (1) hanya menitik beratkan kepada usaha, sedangkan yang
penting bukan usahanya melainkan hasilnya, dan (2) teori ini tidak mengenal
adanya resiko, sehingga kendatipun seseorang tidak bersalah namun ia tetap
menanggung resikonya.(Riduan Syahrani, 1992 : 248)

Hofmann sendiri dan Pitlo menganut gevaarzetting thcorie yang
menyatakan dalam lalu fintas hukum ditengah-tengah masyarakat, orang harus
menanggung nsiko, sehingga kendatipun tidak bersalah namun ia tetap
menanggung ristkonya. (Riduan Syahrani, 1992 : 248)

Teori-teori tentang overmacht itu hendaknya dikombinasikan sedemikian
rupa dalam menyelesaikan tiap-tiap kasus yang terjadi dalam suatu keadaan
tertentu, schingga dapat menentukan sesuatu secara seadil-adilnya. (Riduan
Svahrani, 1992:248)

Ovemacht dalam hubungannya dengan pelaksanaan penanjian  dapat
dibedakan antara overmacht yang lengkap dan evermacht yang sebagian,
overmacht yang tetap dan overmacht yang sementara. Overmacht yang lengkap
adalah overmacht yang menyebabkan suatu perjanjian seluruhnya tidak dapat
dilaksanakan sama sekali. Sedangkan overmacht yang sebagian adalah overmacht
yang mengakibatkan sebagian dan perjanjian tidak dapat dilaksanakan,

Overmacht yang tetap adalah overmacht yang mengakibatkan suatu
perjanjian terus menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan, Sedangkan
yang disebut overmacht yang sementara adalah overmacht vang mengakibatkan
pelaksanaan suatu perjanjian ditunda dari pada waktu vang ditentukan dalam

perjanjian.
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3.2 Hubungan antara overmacht, itikad baik dan kewajiban untuk memenuhi
apa yang telah diperjanjikan,

Faktor yang pada hakekatnya mendekati faktor itikad baik dalam hukum
adalah overmacht atau keadaan memaksa. Bahkan sebenarnya ada hubungan yang
sangal erat antara kedua faktor tersebut, yaitu adanya itikad baik dalam hubungan
hukum sangat dimungkinkan sekali apabila ada overmacht, dan keadaan ini akan
mempengaruhi apakah dapat berlangsung atau tidaknya pelaksanaan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban pada suatu hubungan hukum vang telah diperjanjikan atau
disepakati bersama.

Dalam hal telah terjadi overmacht, apakah orang vang diwajibkan
melaksanakan perbuatan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan akibat terjadi
overmacht, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu, artinva apakah 1a
harus menanggung kerugian vang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dan
keadaan memaksa itu. Jika terjadinya keadaan memaksa itu tidak dapat diduga
oleh siapapun juga secara obyekuf. dan tidak dapat dihindari dengan usaha
apapun juga, maka dapat dikatakan bahwa dari pihak yang berkewajiban tidak ada
sama sekali kesalahan.

Pihak yang berkewajiban tersebut seharusnya dibebaskan sama sekali dari
pertanggung jawaban atau paling tidak mendapat kelonggaran dalam memenuhi
kewajibannya. Sebaliknya jika keadaan overmacht itu secara obvektif dapat
diduga lebih dulu dan sepatutnya si berwajib berusaha lebih dulu sebisa mungkin
agar jangan sampai keadaan overmachi tersebut terjadi. Maka dapatlah pihak yang
berkewajiban itu dipertanggung jawabkan
3.3 Pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan

Mahkamah Agung terhadap Overmaclt dalam permohonan
pembatalan putusan perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga.
3.3.1 Pandangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hakim menilai bahwa keluamya Surat Keputusan yang dikeluarkan olch
menteri kehutanan Repoblik Indonesia pada tanggal 30 oktober 2001 surat
keputusan No.1613 / kpts-11 / 2901 tentang perubahan atas keputusan menteri
kehutanan RT No. 168 / kpts-11 / 2001 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu
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ramin (gonvsivius spp) pada halaman 3 butir 3 vang mengatur tentang pasal § avat
2 huruf’ yang menyatakan,” Sortimen kayu ramin untuk tujuan ekspor, dalam
bentuk kayu bulat, kayu gergajian tidak diperkenanankan untuk diekspor,... " Hal
ini merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun
juga , termasuk termohon, dalam bentuk usaha apapun atau dikenal dengan istilah
overmacht | force majeure.

Kebijakan tersebut di Indonesia sulit diduga sebelumnya akan dikeluarkan
olch pemerintah, karena selama ini salah satu ekspor Indonesia adalah kavu,
termasuk kayvu ramin.

Hakim membenarkan bahwa memang tidak ada satu pasal pun dan
UUNo 4 tahun 1998 tentang kepailitan yang menvatakan, bahwa suatu keadaan
overmacht menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon unfuk tidak
melaksanakan kewajiban angsurannya atau dengan kata lain menangguhkan
perjanjian 4 (o, Meskipun demikian tidak berarti undang-undang kepailitan
(UUK) melarang mempertimbangkan keadaan memaksa atau overmachi dalam
suatu putusan Pengadilan Niaga karena bagaimanapun juga UU no 4 tahun 1998
tentang kepailitan tidak dapat dipisahkan demikian saja dengan perundang-
undangan yang lainnya vang berlaku di Indonesia. Maksudnya apabila terdapat
kekosongan hukum didalam Undang-undang Kepailitan maka dapat dilengkapi
dengan 1si dani undang-undang lain vang berlaku misalnya KUHPerdata dan
KUHD.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa Termohon (debitur) tidak dapat
dikatakan lalai dan melanggar perjanjian yang telah disahkan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan putusan nomor 06 / PKPU / 2000 / PN. Niaga / Jkt Pst,
tanggal 2 November 2000. Alasan majelis hakim Termohon punva itikad baik

untuk memenuhi kewajiban tersebut tetapi karena keadaan overmach Termohon

tidak dapat memenuhinya tepat waktu. Itikad baik dari termohon tampak dari

tindakan Termohon yang sudah membayar angsuran sebanyak 13 kali dengan baik
sampai dengan terjadinya keadaan overmacht vaitu keluarnya <nrat keputusan
menteri kehutanan tersebut. Meskirun demikian Termohon masih letap berusaha

memenuhi  kewajibannya dengan membayar sebagian dari angsuran yang

]



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lad
ok

ditunggak dengan cek dan pembayaran angsuran-angsuran benkutnya dengan
Bilyet Giro.

Selain itu Termohon sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari
vang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agarfus vang tidak
dilarang oleh pemerintah untuk dieksport
3.3.2 Pandangan Hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi

Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai keluarnya SK Menteri
Kehutanan adalah overmacht yang bukan bersifat mutlak tetapi overmacht yang
bersifat relatif karena barang-barang jaminan yang berupa mesin-mesin pengolah
kayu masih ada Sehingga majelis hakim tidak dapat menerima keluamya SK
tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar angsuran kepada kreditur.

Majelis hakim MA mendasarkan pada ketentuan pasal 1339 KUH Perdata
yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas
dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk sceala sesuatu vang menurut
sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang: dan
juga ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata vaitu semua perjanjian harus
dilaksanakan dengan 1tikad baik (kejujuran).

Menurut  majelts hakim maksud ketentuan ini adalah pelaksanaan
perjanjian harus berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan agar
tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak diperkosa, disamping
memenuhi kepastian hukum (pasal 1338) avat (1) KUH Perdata) karena sesuatu
yang diperjanjikan meski pula dipenuhi (ditepati). Namun dalam memenuh
perjanjian janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. Itikad baik
memang tidak bisa menyingkirkan sama sekalt suatu kewajiban kontraktuil yang
menjadi 151 perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini
dalam pasal 160 ayat (1) jo ayat (3) UUK seharusnya berdasarkan jabatannya fex
officio) hakim dalam putusannya memenintahkan supaya [ermohon kasasi
dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon kasasi
selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap Sehah bila
tidak kepastian hukum  dari putusan nomor % / PKPL / 2000 / PN. Niaga Jki Pst
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menimbulkan situasi  konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum
masyarakat.

3.3.3 Pandangan Hukum Majelis Hakim MA dalam pemeriksaan Peninjauan
Kembali

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali
berpandangan hukum bahwa keadaan overmachr dan itikad baik dari debitur
bukanlah faktor vang patut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kewajiban
vang telah diperjanjikan. Hal ini tampak dari pertimbangan Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Peninjauan Kembali.

Pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim Mahkamah Agung dalam
pemeriksaan Peninijavan Kembali antara lain adalah sebagai berikut

Menimbang bahwa pasal 286 ayat (1) UUK merumuskan bahwa terhadap
putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan
Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, karenanya permohonan Peninjauan
Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat
diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa menurut pasal 160 ayat (2) UUK kepada debitur
diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah didalilkan oleh Kreditur dan
tidak dibantah oleh Debitur. maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak
memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya, oleh karena itu
permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian
Debritur dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut
pendapat Mahkamah Agung  terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan Peninjauan Kembali vang diajukan oleh PT Osaka Indah dan
membatalkan putusan Mahkamah Agung tangeal 11 November 2002 nomor (027K
/ N/ 2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar
seperh yang akan disebutkan di bawah ini.
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dipihak
vang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang no 14 tahun 1970,
Undang-undang nomor 14 tahun 1985 dan perpu nomor ltahun 1998 yang telah
ditetapkan menjadi Undang-undang dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998

Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan pasal-pasal
yang mengatur tentang overmachi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
disebabkan karena cara pandang yang berbeda terhadap masalah overmacht yang
menimpa debitur. Hakim Pengadilan Niaga berpandangan hukum apabila didalan
UUK tidak diatur secara tegas maka hakim dapat melihat pada peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku. Overmachat didalam UUK tidak diatur
secara tegas, tetapi didalam Kitab Undang undang Hukum Perdata diatur. Hakim
Pengadilan Niaga menjadikan pasal pasal yang mengatur tentang overmachi
terscbut sebagai dasar pertimbangan hukum, berdasarkan pasal pasal terschut
hakim menyimpulkan bahwa keluarnya SK Mentri Kehutanan yvang melarang
ekspor kayu Ramin merupakan keadaan memaksa (overmach) sehingga debitur
tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dibebankan pembatalan putusan
perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga.

Hakim Mahkamah Agung dalam pemenksaan Kasasi berpandangan
hukum bahwa evermacht yang menimpa Debitur adalah overmach yang bersifat
relatif, sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberikan
kelonggaran pada Debitur untuk memenuhi kewajibannya adalah overmacht yang
bersifat mutlak (absolut). Sehingga dalam putusa